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Artikel 100  

Latar Belakang 

1. Lingkungan internal dan eksternal perbankan mengalami perkembangan yang 

pesat. Hal ini mengakibatkan risiko kegiatan usaha Bank semakin kompleks 

sehingga meningkatkan kebutuhan penerapan manajemen risiko yang memadai. 

2. Kebijakan Manajemen Risiko yang memadai dapat mendukung pertumbuhan bisnis 

Bank secara optimal dengan tetap mengedepankan prinsip prudensialitas. 

3. Bank perlu mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala sesuai 

dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal Bank. 
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Artikel 110 
 

Dasar Penyusunan 

 
1. Quran dan Hadits 

a. QS: Al-Shaff 61:4 

ñSesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dengan 

tersusun rapi/tertib seolah mereka adalah bangunan yang kokohò. 

b. QS: Yusuf 12:67 

Dan Yaôkub berkata: ñ Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk 

dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlainan; 

namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari takdir 

Allah. Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah; kepada-Nya-lah aku 

bertawakal dan hendaklah kepada-Nya saja orang- orang yang bertawakal 

berserah diriò. 

c. QS: Yusuf 12:46-49 

Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru: ñYusuf, hai orang yang 

amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang 

gemukȤgemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurusȤkurus dan 

tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali 

kepada orangȤorang itu, agar mereka mengetahuinya. Yusuf berkata: Supaya 

kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang 

kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang 

menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), 

kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan 

datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa 

itu mereka memeras anggurò. 

d. Al-Hadits (Dailami) 

ñSungguh Allah mencintai seorang hamba yang jika mengerjakan sesuatu 

dilakukannya dengan cermat/hati-hatiò. 

e. Al-Hadits (Baihaqi) 

ñKehati-hatian itu dari Allah, kesembronoan itu dari setanò. 

f. Al ï Hadits (Ahmad, Tirmidzi, Nasaôi dan Damiry) 

ñTinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu dan berbaliklah pada apa yang 

tidak meragukanmu. Kebenaran adalah ketenangan dan kepalsuan adalah 

keraguanñ. 
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2. Undang-Undang dan Peraturan 

a. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut segala 

perubahannya; 

b. Peraturan Bank Indonesia No. 8/6/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko Secara konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan 

Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak; 

c. Peraturan Bank Indonesia No.9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh 

Bank Umum berikut segala perubahannya; 

d. Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang 

Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Bank 

Umum berikut segala perubahannya; 

e. Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang 

Perubahan atas PBI No.5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko 

bagi Bank Umum, berikut segala perubahanya. 

f. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI2009 tanggal 7 Desember 2010 tentang 

Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah berikut segala perubahannya; 

g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.03/2014 tanggal 13 Juni 2014 

tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah, berikut segala perubahanya. 

h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 

2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi 

Keuangan, berikut segala perubahanya. 

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 

2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, 

berikut segala perubahanya. 

j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 18 November 

2014 Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah, berikut 

segala perubahanya. 

k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan 

Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berikut 

segala perubahanya. 

l. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban 

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank 

bag Bank Umum. 
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m. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 

tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum berikut 

segala perubahannya; 

n. Surat Edaran Bank Indonesia No.5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal 

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dan lampirannya, berikut segala 

perubahanya. 

o. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/16/DPNP tanggal 6 Juli 2009 tentang 

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas berikut segala 

perubahannya. 

p. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/35/DPNP tanggal 31 Desember 2009 

tentang Pelaporan Produk atau Aktivitas Baru berikut segala perubahannya; 

q. Surat Edaran Bank Indonesia No 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang 

Perubahan atas Surat Edaran No 5/21/DPNP perihal penerapan Manajemen 

Risiko bagi Bank Umum; 

r. Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal 

Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum berikut segala perubahannya; 

s. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tangggal 11 Juni 

2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha 

Syariah; 

t. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2015 tanggal 27 April 

2015 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko 

Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank 

Umum Syariah; 

u. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. 

v. Anggaran Dasar Bank beserta perubahannya. 

w. Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Bank beserta perubahannya. 
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Artikel 120 
 

Tujuan Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko 

 
1. Memberikan arah dan pedoman dalam penerapan manajemen risiko Bank. 

2. Memenuhi ketentuan/standar/amanat/persyaratan/kecukupan yang ditetapkan oleh 

regulator. 

3. Menyesuaikan dengan kebijakan manajemen risiko terintegrasi. 
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Artikel 130 
 

Implementasi dan Pemutakhiran Kebijakan 

1. Implementasi 

a. Setiap pembuatan kebijakan dan standar prosedur operasional Bank wajib 

mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko; 

b. Seluruh jajaran Bank sesuai dengan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang masing-masing wajib mengetahui, mengerti, memahami, dan 

menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko; 

c. Seluruh Kepala Unit Kerja bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi 

Kebijakan Manajemen Risiko kepada seluruh jajaran pegawai yang berada di 

bawah supervisi masing-masing. 

2. Pemutakhiran 

a. Bank melakukan kaji ulang Kebijakan Manajemen Risiko minimal 1 (satu) kali 

dalam satu tahun apabila terdapat faktor lingkungan internal dan eksternal yang 

memengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan; 

b. Satuan Kerja Manajemen Risiko bersama dengan satuan kerja terkait 

melakukan kaji ulang atas Kebijakan Manajemen Risiko. 
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Artikel 140 
 

Kerahasiaan Dokumen Kebijakan Manajemen Risiko 

1. Seluruh jajaran Bank dilarang menyampaikan atau menyebarluaskan Kebijakan 

Manajemen Risiko kepada pihak ketiga yang tidak berhak. 

2. Dalam hal tertentu Pejabat Bank yang berwenang dapat menyampaikan Kebijakan 

Manajemen Risiko kepada pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

3. Bank akan mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas 

pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan dokumen. 
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Artikel 150 
 

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko 

 
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah. 

2. Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko. 

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko. 

4. Sistem Pengendalian Intern. 

5. Manajemen Risiko Terintegrasi. 

6. Profil Risiko. 
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Artikel 160 

Definisi 

1. Bank adalah PT Bank Syariah Indonesia, Tbk. 

2. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. 

3. Risk appetite adalah tingkat risiko yang akan diambil oleh perusahaan. Risk 

appetite juga berarti suatu keadaan di mana organisasi memilih untuk menerima, 

memantau, mempertahankan diri, atau memaksimalkan diri melalui peluang- 

peluang yang ada. 

4. Risk tolerance adalah tingkat dan jenis risiko yang secara maksimum ditetapkan 

oleh Bank. Toleransi risiko merupakan penjabaran dari tingkat risiko yang akan 

diambil. 

5. Pihak Independen adalah pihak/orang yang tidak memiliki hubungan keuangan, 

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan 

pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi  

dan  atau  hubungan  keuangan  dan/atau  hubungan  kepemilikan  saham dengan 

Bank. 

6. Direktur Manajemen Risiko adalah direktur yang membawahi Satuan Kerja 

Manajemen Risiko (SKMR). 

7. Key Risk Indicators (KRI) adalah indikator-indikator untuk mengidentifikasi 

kecenderungan tingkat risiko operasional. 

8. Loss Event Database (LED) adalah sistem/sarana pencatatan data kejadian 

risiko/kerugian operasional yang dialami Bank. 

9. Manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan 

untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang 

timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank. 

10. Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain (counterparty 

dan issuer) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian 

yang disepakati. 

11. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat 

perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang 

dapat diperdagangkan atau disewakan. 

12. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset 

likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan 

kondisi keuangan Bank. 
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13. Risiko Operasional adalah risiko kerugian yang disebabkan ketidakcukupan 

dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, 

dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional 

Bank. 

14. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan/gugatan hukum dan/atau kelemahan 

aspek yuridis. 

15. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder 

yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank. 

16. Risiko Stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau 

pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan bisnis. 

17. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak 

melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta 

Prinsip Syariah. 

18. Risiko Imbal hasil (rate of return risk) adalah risiko akibat perubahan tingkat 

imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan 

tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat 

memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank. 

19. Risiko Investasi (equity investment risk) adalah risiko akibat Bank ikut 

menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis 

bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang 

menggunakan profit and loss sharing. 

20. Profil risiko adalah penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan 

manajemen risiko dalam aktivitas operasional Bank. 

21. Penilaian risiko inheren adalah penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan 

bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, 

yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank. 

22. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko adalah penilaian atas 

kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan 

manajemen risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan 

manajemen risiko Bank. 

23. Risk and Control Self Assessment (RCSA) adalah proses manajemen risiko 

operasional untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional yang bersifat 

kualitatif, dengan menggunakan dimensi dampak (impact) dan kemungkinan 

kejadian (likelihood) serta control yang dilakukan secara mandiri oleh risk owner 

(unit kerja pemilik risiko). 
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Artikel 200 
 

Organisasi Manajemen Risiko 
 

1. Komite Pemantau Risiko (KPR) 
 

a. Keanggotaan KPR 

1) Bank menetapkan anggota Komite Pemantau Risiko sekurang-kurangnya 

terdiri atas: 

a) seorang Komisaris Independen; 

b) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan 

syariah; 

c) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen 

risiko. 

2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen. 

3) Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. 

4) Ketua Komite Pemantau Risiko hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua 

Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya. 

5) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite 

Pemantau Risiko paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah 

Komite Pemantau Risiko. 

6) Anggota Direksi, baik dari Bank maupun bank lain, dilarang menjadi anggota 

Komite Pemantau Risiko. 

7) Dewan Komisaris menetapkan anggota Komite Pemantau Risiko berdasarkan 

keputusan rapat Dewan Komisaris. 

8) Direksi mengangkat dan memberhentikan anggota Komite Pemantau Risiko 

yang berasal dari Pihak Independen. 

 
b. Wewenang dan Tanggung Jawab KPR 

Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan 

rekomendasi kepada Dewan Komisaris dengan melakukan: 

1. evaluasi terhadap Kebijakan Manajemen Risiko; 

2. evaluasi tentang kesesuaian antara Kebijakan Manajemen Risiko dengan 

pelaksanaan kebijakan tersebut; 

3. evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja 

Manajemen Risiko. 
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2. Komite Manajemen Risiko (KMR) 
 

a. Keanggotaan KMR 

1) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko (KMR) bersifat keanggotaan tetap dan 

tidak tetap. 

2) Anggota tetap KMR terdiri atas mayoritas Direksi dan anggota tidak tetap KMR 

terdiri atas kepala unit kerja/pejabat eksekutif yang terkait dengan aktivitas 

fungsional tertentu yang memiliki risiko signifikan bagi bank. Salah satu 

anggota Direksi yang harus menjadi anggota KMR adalah Direktur yang 

membawahkan fungsi kepatuhan. 

3) Anggota tidak tetap dalam Komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko. 

4) Direksi berwenang menetapkan keanggotaan KMR baik yang bersifat anggota 

tetap maupun tidak tetap dengan memperhatikan regulasi perbankan yang 

berlaku. 

b. Wewenang dan Tanggung Jawab KMR 

Komite Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab memberikan 

rekomendasi kepada Direktur Utama, paling kurang meliputi: 

1) Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk 

strategi manajemen risiko, risk appetite, dan risk tolerance; 

2) Penyempurnaan proses manajemen risiko sebagai akibat perubahan kondisi 

eksternal dan internal bank yang memengaruhi kecukupan permodalan dan 

profil risiko bank serta efektivitas penerapan penerapan manajemen risiko; 

3) Penetapan kebijakan dan atau keputusan bisnis yang menyimpang dari 

prosedur normal seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan 

dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya 

atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah 

ditetapkan. 

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugasnya, KMR dapat membentuk working 

group berdasarkan pengelompokan fungsi antara lain Asset and Liability 

Management, pembiayaan dan operasional. 

 
3. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) 

a. Organisasi SKMR 

1) SKMR independen terhadap unit kerja operasional (risk-taking unit) seperti 

pembiayaan, operasional, tresuri dan investasi, pendanaan, akunting, dan 

terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi kepatuhan dan pengendalian 

intern. 
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2) Satuan Kerja Manajemen Risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur 

yang membidangi Manajemen Risiko. 

b. Wewenang dan Tanggung Jawab SKMR 

Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam 

penerapan manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya meliputi: 

1) Memantau implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko yang telah 

disetujui oleh Direksi; 

2) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per 

aktivitas fungsional; 

3) Melakukan back-test untuk setiap model pengukuran risiko yang digunakan, 

dengan cara mengevaluasi hasil pengukuran model dengan hasil yang 

sebenarnya/aktual; 

4) Melakukan stress test guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan 

dan strategi manajemen risiko terhadap kinerja unit kerja operasional; 

5) Mengevaluasi keakuratan model dan validitas data yang digunakan dalam 

pengukuran risiko. SKMR dapat meminta pendapat Satuan Kerja Audit Intern 

(SKAI) atau independent specialist untuk memvalidasi data atau model yang 

digunakan; 

6) Mengkaji usulan aktivitas dan/atau produk termasuk aktivitas dan/atau produk 

baru yang diajukan atau dikembangkan oleh suatu unit kerja tertentu yang ada 

pada Bank; 

7) Memberikan rekomendasi besaran atau maksimum eksposur risiko yang wajib 

dipelihara Bank kepada unit kerja operasional dan kepada Komite Manajemen 

Risiko; 

8) Membuat dan melaporkan profil risiko secara berkala kepada: 

a) Direktur Utama atau Direktur Manajemen Risiko; 

b) Komite Manajemen Risiko; 

c) Regulator Perbankan; 

d) Perusahaan Induk. 

9) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi 

manajemen risiko terintegrasi pada perusahaan induk dalam konglomerasi 

keuangan. 
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4. Satuan Kerja Operasional (Risk-Taking Unit) 

a. Fungsi dan Kedudukan Risk-Taking Unit (RTU) 

1) Risk-taking unit merupakan unit kerja yang secara langsung menghadapi 

berbagai risiko dalam menjalankan aktivitas operasional Bank. 

2) Risk-taking unit melakukan check dan balance, serta dual control dalam 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

3) Pejabat pada risk-taking unit yang telah memiliki cukup kemampuan dan 

pengalaman dapat diberikan wewenang dengan batasan/limit tertentu untuk 

melakukan transaksi (yang menimbulkan eksposur risiko) bagi kepentingan 

Bank. 

4) Risk-taking unit bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang 

membidangi unit kerja bersangkutan. 

b. Wewenang dan Tanggung Jawab Risk-Taking Unit 

Risk-taking unit memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam penerapan 

manajemen risiko yang meliputi: 

1) Mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas produk 

dan aktivitas/transaksi serta dampaknya terhadap eksposur risiko Bank; 

2) Mengajukan usulan aktivitas/produk baru; 

3) Memelihara hubungan baik dengan semua nasabah/counterparty dan menjaga 

nama baik Bank; 

4) Menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada unit kerja yang 

bersangkutan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko; 

5) Memberikan informasi dan laporan kepada Satuan Kerja Manajemen Risiko 

mengenai kondisi dan perubahan yang signifikan atas profil risiko yang melekat 

pada aktivitas unit kerjanya. 
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Artikel 210 
 

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan 

Pengawas Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko secara Umum 

1. Dewan Komisaris 

a. Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko; 

b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan 

Manajemen Risiko. 

2. Direksi 

a. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan 

komprehensif; 

b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko; 

c. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan 

Direksi; 

d. Mengembangkan Budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang 

organisasi; 

e. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya insani yang terkait dengan 

Manajemen Risiko; 

f. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara 

independen; 

g. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: 

1) keakuratan metodologi penilaian risiko; 

2) kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan 

3) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko. 

3. Dewan Pengawas Syariah 

a. Melakukan evaluasi atas Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan 

pemenuhan Prinsip Syariah; 

b. Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan 

pemenuhan Prinsip Syariah; 

c. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman 

operasional dan produk serta aktivitas bank yang dikeluarkan Bank; 

d. Mengawasi proses pengembangan produk baru dan aktivitas bank agar sesuai 

dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ï Majelis Ulama Indonesia; 

e. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional ï Majelis Ulama Indonesia 

untuk produk baru dan aktivitas Bank yang belum ada fatwanya; 
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f. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap 

mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank; 

g. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank 

dalam rangka pelaksanaan tugasnya. 
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Artikel 210 
 

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan 

Pengawas Syariah dalam Penerapan Manajemen Risiko untuk Masing-masing 

Risiko 

1. Manajemen Risiko Kredit 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Kredit; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit; 

3) Memantau penyediaan dana dalam jumlah besar dan memberikan 

persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. 

b. Direksi 

1) Memastikan seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan 

strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang disetujui Dewan 

Komisaris; 

2) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif 

pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, dengan antara lain memantau 

perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis bank terkait risiko 

kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang terkait 

dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

 

2. Manajemen Risiko Pasar 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Pasar; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar. 

 
b. Direksi: 

1) Memastikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking 

book sesuai dengan strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar yang 

disetujui Dewan Komisaris. 
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2) Memastikan ruang lingkup kebijakan dan prosedur manajemen risiko pasar 

mencakup aktivitas trading jangka pendek hingga jangka panjang; 

c. Dewan Pengawas Syariah: 

1) Melakukan evaluasi (review) Kebijakan Manajemen Risiko Pasar yang terkait 

dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Pasar yang terkait 

dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

 

3. Manajemen Risiko Likuiditas 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Likuiditas; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas. 

 
b. Direksi 

1) Memastikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk posisi banking 

book sesuai dengan strategi dan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang 

disetujui Dewan Komisaris; 

2) Memastikan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan secara efektif 

pada seluruh aktivitas dan jenjang organisasi Bank antara lain dengan 

memantau ketersediaan likuiditas baik pada kondisi normal maupun kondisi 

stress. 

 
c. Dewan Pengawas Syariah meliputi: 

1) Melakukan evaluasi (review) Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang 

terkait dengan pemenuhan prinsip syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

4. Manajemen Risiko Operasional 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Operasional; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Operasional. 

3) Bersama Direksi mengembangkan budaya sadar terhadap risiko 

(risk culture/awareness). 
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b. Direksi 

1) Memastikan kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk aktivitas 

operasional Bank sesuai dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko 

pasar yang disetujui Dewan Komisaris; 

2) Memastikan penerapan manajemen risiko operasional dilakukan secara 

efektif pada seluruh aktivitas dan jenjang organisasi Bank antara lain dengan: 

a) Mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko 

(risk culture/awareness); 

b) Menciptakan kultur pengungkapan secara obyektif atas risiko operasional 

pada seluruh elemen organisasi; 

c) Menetapkan kebijakan reward termasuk remunerasi dan punishment 

yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja. 
 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas kebijakan manajemen risiko 

operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

3) Mengevaluasi pemenuhan prinsip syariah atas setiap usulan produk dan atau 

aktivitas baru. 

 
5. Manajemen Risiko Hukum 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Hukum; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Hukum; 

3) Menerapkan legal governance untuk setiap ketentuan perundang-undangan 

dan ketentuan internal, termasuk standar perjanjian yang digunakan. 

b. Direksi 

1) Memastikan penerapan manajemen risiko hukum dilakukan secara efektif 

pada seluruh aktivitas dan jenjang organisasi Bank; 

2) Menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif atas permasalahan hukum 

kepada seluruh jenjang jabatan; 
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3) Memastikan keselarasan antara aktivitas usaha dengan ketentuan 

peraturan yang berlaku; 

4) Memastikan seluruh ketentuan internal Bank sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Hukum yang terkait 

dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

6. Manajemen Risiko Reputasi 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Reputasi; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi. 

3) Menjaga etika bisnis dalam upaya membangun dan menjaga reputasi. 

b. Direksi 

1) Memastikan penerapan manajemen risiko reputasi secara efektif pada 

seluruh aktivitas dan jenjang organisasi Bank; 

2) Menetapkan satuan kerja/fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab untuk mengelola komunikasi kepada stakeholder Bank terkait dengan 

aktivitas bisnis Bank. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi 

yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

7. Manajemen Risiko Stratejik 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Stratejik. 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik. 
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b. Direksi 

1) Memastikan penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan secara efektif 

pada seluruh aktivitas dan jenjang organisasi Bank; 

2) Memantau kondisi internal dan eksternal yang secara langsung dan tidak 

langsung memengaruhi strategi usaha Bank yang telah ditetapkan; 

3) Menetapkan satuan kerja/fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung 

jawab yang mendukung perumusan dan pemantauan pelaksanaan strategi, 

termasuk strategi dan rencana bisnis. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko stratejik yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Stratejik yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

8. Manajemen Risiko Kepatuhan 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Kepatuhan; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. 

b. Direksi 

1) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko kepatuhan dilakukan 

secara terintegrasi dengan manajemen risiko lainnya yang berdampak pada 

profil risiko kepatuhan Bank; 

2) Memastikan setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan 

secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan 

perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan; 

3) Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan memiliki tanggung jawab 

sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai pelaksanaan 

fungsi kepatuhan. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan 

yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 
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9. Manajemen Risiko Imbal Hasil 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 
Imbal hasil; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran perbaikan 
atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil. 

b. Direksi: 

1) Memastikan kebijakan dan prosedur manajemen aset dan kewajiban sesuai 

dengan strategi dan kebijakan manajemen risiko imbal hasil yang disetujui 

Dewan Komisaris; 

2) Memastikan ruang lingkup kebijakan dan prosedur manajemen risiko imbal 

hasil mencakup pengelolaan risiko imbal hasil secara memadai. 

c. Dewan Pengawas Syariah: 

1) Melakukan evaluasi Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil yang terkait 

dengan pemenuhan prinsip syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Imbal Hasil yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 

10. Manajemen Risiko Investasi 

a. Dewan Komisaris 

1) Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Strategi Manajemen Risiko 

Investasi; 

2) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan saran 

perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Investasi; 

3) Memantau penyediaan dana dalam jumlah besar dan memberikan 

persetujuan penyediaan dana kepada pihak terkait. 

b. Direksi 

1) Memastikan seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan 

strategi dan kebijakan manajemen risiko investasi yang disetujui Dewan 

Komisaris; 

2) Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif 

pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, dengan antara lain memantau 

perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis Bank terkait risiko 

kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. 

c. Dewan Pengawas Syariah 

1) Melakukan evaluasi (review) atas Kebijakan Manajemen Risiko Investasi 

yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; 

2) Mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Investasi yang 

terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah. 
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Artikel 300 

Pilar Penerapan Manajemen Risiko 

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah 

a. Dewan Komisaris menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko. 

b. Direksi menyusun dan mengkinikan Kebijakan Manajemen Risiko. 

c. Dewan Komisaris dan Direksi memastikan penerapan manajemen risiko di Bank 

telah memadai. 

d. Direksi menetapkan kualifikasi sumber daya manusia untuk setiap jenjang 

jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko dan memastikan 

kecukupan kuantitas dan kualitasnya. 

e. Dewan Pengawas Syariah mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko yang 

terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. 

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit 

Bank membuat dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan 

memperhatikan visi, misi, dan rencana strategis, serta menetapkan prosedur, 

ketentuan pelaksanaan atas limit transaksi/aktivitas, produk, dan portofolio Bank. 

3. Kecukupan proses manajemen risiko 

Bank melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan 

pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. 

4. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh 

Bank melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan secara melekat dalam 

transaksi dan aktivitas operasional Bank. 
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Artikel 310 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

 
1. Kebijakan Manajemen Risiko 

Bank menetapkan ketentuan pokok dalam menerapkan manajemen risiko antara 

lain meliputi: 

a. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan; 

b. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan Sistem Informasi Manajemen 

Risiko; 

c. Penetapan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko 

(risk tolerance) sesuai strategi dan sasaran bisnis Bank; 

d. Penetapan penilaian peringkat risiko; 

e. Penyusunan rencana darurat (contingency plan) dalam kondisi terburuk; 

f. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko. 
 

 
2. Prosedur dan Penetapan Limit 

Bank menetapkan: 

a. Prosedur dan penetapan limit risiko sesuai dengan tingkat risiko yang akan 

diambil (risk appetite) dan toleransi terhadap risiko; 

b. Prosedur dan penetapan limit risiko meliputi: 

1) akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; 

2) pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara 

berkala; 

3) dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai. 

c. limit risiko mencakup: 

1) limit secara keseluruhan; 

2) limit per jenis risiko; dan 

3) limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko. 
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Artikel 320 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko, dan Sistem 

Informasi Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank mengidentifikasi karakteristik risiko yang melekat pada seluruh aktivitas 

Bank. 

b. Bank mengidentifikasi risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. 

c. Bank mengidentifikasi risiko berdasarkan pengalaman kerugian bank yang 

pernah terjadi. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Bank mengevaluasi kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang 

digunakan untuk mengukur risiko secara berkala. 

b. Bank melakukan pengukuran risiko secara berkala baik untuk produk, portofolio 

maupun seluruh aktivitas bisnis Bank. 

c. Bank menyesuaikan sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan 

kegiatan usaha bank, produk, transaksi, faktor risiko, yang bersifat material yang 

dapat memengaruhi kondisi keuangan Bank. 

d. Bank melakukan pengukuran risiko baik secara kuantitatif maupun kualitatif, 

dengan menggunakan model/metode yang ditetapkan regulator dan atau yang 

dikembangkan oleh Bank. 

e. Bank mengaplikaskan model/metode pengukuran risiko disesuaikan pula 

dengan sistem pelaporan data yang diwajibkan oleh Bank Indonesia dan/atau 

Otoritas Jasa Keuangan. 

f. Bank perlu melakukan validasi dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat 

timbul atas penggunaan model/metode pengukuran risiko. Validasi tersebut 

dilakukan oleh satuan kerja yang menjalankan fungsi internal audit dan/atau 

satuan kerja lainnya yang independen terhadap satuan kerja yang 

mengaplikasikan  model/metode pengukuran risiko. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank mengevaluasi eksposur risiko seluruh aktvitas transaksi dan bisnis Bank 

yang bersifat material dan yang berdampak pada kondisi permodalan Bank. 

b. Bank memantau kepatuhan terhadap limit internal. 

c. Bank memantau konsistensi pelaksanaan penerapan manajemen risiko dengan 

kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. 
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d. Setiap unit kerja mempunyai tanggung jawab untuk memantau eksposur risiko 

di unit kerjanya. 

4. Pengendalian Risiko 

a. Bank mengendalikan risiko sesuai dengan eksposur dan tingkat risiko yang 

dihadapi. 

b. Bank mengendalikan risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

Bank mengembangkan sistem informasi manajemen risiko yang mencakup 

laporan atau informasi antara lain: 

a. Eksposur risiko baik eksposur kuantitatif maupun kualitatif, secara 

keseluruhan (komposit), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional; 

b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit; 

c. Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang 

ditetapkan. 
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Artikel 330 

Sistem Pengendalian Intern 

1. Bank menetapkan sistem pengendalian intern dengan mengacu pada kebijakan dan 

prosedur yang telah ditetapkan. 

2. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (segregation of duty) dan dual control 

dalam setiap aktivitas operasional. 

3. Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup: 

a. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko 

yang melekat pada kegiatan usaha Bank; 

b. Wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, 

prosedur dan limit; 

c. Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional 

kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian; 

d. Struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab masing- 

masing unit dan individu; 

e. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; 

f. Prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dan perundang- 

undangan yang berlaku; 

g. Kaji ulang yang independen terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur 

operasional Bank; 

h. Pengujian dan kaji ulang terhadap sistem informasi manajemen; 

i. Dokumentasi prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan 

Bank atas hasil audit; 

j. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap 

penanganan kelemahan-kelemahan Bank dan tindakan Bank untuk 

memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 
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Artikel 340 

Pelaporan 

1. Bank mengembangkan sistem pelaporan manajemen risiko yang lengkap, akurat, 

dan tepat waktu. 

2. Bank menyampaikan laporan manajemen risiko baik kepada pihak internal maupun 

eksternal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
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Artikel 400 

Umum 

1. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: penyediaan 

dana, tresuri, dan investasi. 

2. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi 

pada satu atau sekelompok debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, 

atau lapangan usaha tertentu. 
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Artikel 410 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

kredit yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana 

bisnis Bank dengan memperhatikan Portfolio Guideline. 

 
2. Kebijakan 

a. Bank menetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana 

yang sehat dalam rangka pengendalian Risiko Kredit. 

b. Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh 

penyediaan dana dilakukan secara terkendali, termasuk kebijakan yang 

memungkinkan penyediaan dana di luar kebijakan normal dalam kondisi 

tertentu. Kebijakan tersebut memuat kriteria, persyaratan, dan prosedur 

termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi risiko dari 

penyediaan dana dimaksud. 

c. Bank mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur 

secara tepat agar dapat: 

1) mendukung penyediaan dana yang sehat; 

2) mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit, 

termasuk risiko konsentrasi kredit; 

3) melakukan evaluasi secara tepat dalam memanfaatkan peluang usaha 

yang baru; 

4) mengidentifikasi dan menangani pembiayaan bermasalah. 

d. Kebijakan penyediaan dana memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam 

proses persetujuan, antara lain tingkat risiko dan profitabilitas, serta tingkat 

kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan. 

e. Bank membuat prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan 

administrasi, antara lain pendelegasian wewenang dalam pengambilan 

keputusan, pemisahan fungsi analis, pemberi persetujuan, dan fungsi 

administrasi. 

f. Bank menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh 

informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip 

penyediaan dana. 
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3. Prosedur dan Penetapan Limit 

a. Bank membuat prosedur penetapan limit risiko kredit yang disesuaikan dengan 

tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk 

tolerance). 

b. Bank menetapkan limit risiko yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi 

risiko penyediaan dana dan proses pengambilan keputusan pembiayaan. 

c. Bank menetapkan limit untuk risiko penyediaan dana yang ditujukan untuk 

mengurangi risiko konsentrasi kredit. 

d. Bank mendokumentasikan limit risiko penyediaan dana secara tertulis dan 

lengkap untuk memudahkan jejak audit (audit trail) bagi kepentingan baik 

auditor intern maupun ekstern. 
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Artikel 420 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko kredit baik pada level transaksional maupun 

level portofolio. Pada level transaksional, Bank mengidentifikasi risiko kredit 

pada transaksi yang akan dilakukan, seperti kemungkinan default dan 

perkiraan besarnya kerugian bila terjadi default. Pada level portofolio, Bank 

membatasi konsentrasi transaksi yang berlebihan pada sektor ekonomi, 

produk, wilayah geografis ataupun debitur tertentu. 

b. Bank mengidentifikasi risiko kredit dengan mempertimbangkan hasil penilaian 

kualitas pembiayaan berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja 

keuangan, dan kemampuan bayar debitur. 

c. Bank mengidentifikasi risiko kredit untuk kegiatan tresuri dan investasi, dengan 

mempertimbangkan jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas 

pasar serta faktor-faktor lain yang dapat memengaruhinya. 

d. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko kredit adalah untuk mengkalkulasi eksposur risiko 

yang melekat pada kegiatan penyediaan dana sehingga bank dapat 

memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. 

b. Bank menggunakan metode statistik dan metode lainnya dalam pengukuran 

risiko kredit antara lain credit scoring, credit risk rating, stress testing dan tools 

lain yang dikembangkan Bank. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengukuran risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, 

kewajaran, dan integritas data. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank melakukan pemantauan risiko kredit untuk mengetahui komposisi dan 

kondisi setiap debitur atau counterparty pada seluruh portofolio Bank. 

b. Bank menggunakan sistem/metodologi pemantauan risiko kredit antara lain 
watchlist dan portfolio alert dan bentuk pemantauan lainnya yang dikembangkan 
Bank. 
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c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pemantauan risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi dan 

kewajaran data 

 
4. Pengendalian Risiko 

a. Tujuan pengendalian risiko kredit adalah untuk mengelola risiko yang dapat 

membahayakan kelangsungan Bank. 

b. Bank melakukan pengendalian risiko kredit antara lain melalui pengelolaan 

portofolio, penetapan limit konsentrasi, dan penetapan tingkat kewenangan 

dalam proses persetujuan penyediaan dana. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengendalian risiko kredit untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, dan 

kewajaran data. 

 
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

kredit yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko kredit yang 

mencerminkan eksposur risiko kredit sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 430 

Sistem Pengendalian Intern 

1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (four eye principle) atau segregation 

of duties (maker, checker, approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

kredit secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

kredit dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 500 

Umum 

1. Bank terekspos risiko pasar berupa risiko benchmark suku bunga dan risiko nilai 

tukar. Risiko nilai tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi trading 

book dan banking book yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing 

termasuk perubahan harga emas. Risiko benchmark suku bunga adalah risiko 

kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan antara lain sukuk dari posisi 

trading book yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. 

2. Risiko pasar dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain aktivitas tresuri 

dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang. 

3. Bank hanya melakukan transaksi valuta asing atas dasar underlying transaction yang 

jelas, yang dapat berasal dari transaksi nasabah atau untuk kebutuhan likuiditas 

Bank. Bank melakukan transaksi surat berharga untuk memenuhi kebutuhan 

nasabah, cadangan likuiditas, investasi, atau dalam rangka menurunkan risiko surat 

berharga. 

4. Tujuan manajemen risiko pasar adalah meminimalkan kemungkinan dampak negatif 

akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Bank. 
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Artikel 510 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

pasar yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana bisnis 

bank. 

c. Bank menetapkan strategi dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain 

strategi trading bank, posisi antar bank, komposisi instrumen/produk bank, dan 

kategori nasabah bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko Pasar mencakup 

kriteria instrumen, pengukuran risiko, metode valuasi, dan pihak yang melakukan 

validasi model. 

b. Bank memiliki prosedur untuk menilai open position valuta asing dan valuasi surat 

berharga pada setiap saat maupun harian. 

3. Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko pasar yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang 

akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), antara lain limit 

transaksi dan limit portofolio eksposur risiko pasar. 

b. Bank menetapkan limit untuk membatasi posisi terbuka surat berharga dan nilai 

tukar. 

c. Bank mendokumentasikan limit risiko pasar secara tertulis dan lengkap untuk 

memudahkan jejak audit (audit trail). 
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Artikel 520 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko benchmark suku bunga, risiko nilai tukar, dan 

eksposur risiko pasar lainnya pada seluruh aset dan kewajiban baik pada aktivitas 

fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko pasar yang melekat pada seluruh 

produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Risiko Benchmark Suku Bunga 

1) Tujuan pengukuran risiko benchmark suku bunga adalah untuk mengukur 

dampak perubahan benchmark suku bunga terhadap nilai pasar instrumen 

yang dimiliki bank. 

2) Bank menggunakan metode statistik serta metode lainnya dalam pengukuran 

risiko, antara lain sensitivitas surat berharga, Value at Risk dan tools lain yang 

dikembangkan Bank. Bank mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait risiko 

benchmark suku bunga baik pada kondisi normal maupun stress. 

3) Bank menggunakan model penilaian yang telah divalidasi oleh unit 

independen. 

4) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengukuran risiko pasar untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, 

kewajaran, dan integritas data. 

b. Pengukuran Risiko Nilai Tukar 

1) Tujuan pengukuran risiko nilai tukar adalah untuk mengukur dampak 

perubahan nilai tukar terhadap portofolio bank. 

2) Bank menggunakan metode statistik serta metode lainnya dalam pengukuran 

risiko, antara lain: Posisi Devisa Neto, Value at Risk dan tools lain yang 

dikembangkan Bank. Bank mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait 

Risiko nilai tukar baik pada kondisi normal maupun stress. 

3) Bank menggunakan model penilaian yang telah divalidasi oleh unit 

independen. 

4) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengukuran risiko nilai tukar untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, 

kewajaran, dan integritas data. 
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c. Pengukuran Risiko Pasar Lainnya 

1) Tujuan pengukuran risiko pasar lainnya adalah untuk mengukur dampak 

perubahan nilai asset atau kewajiban terhadap portofolio bank. 

2) Bank menggunakan metode statistik serta metode lainnya dalam pengukuran 

risiko. Bank mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko pasar lainnya 

tersebut pada kondisi normal maupun stress. 

3) Bank menggunakan model penilaian yang telah divalidasi oleh unit 

independen. 

4) Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengukuran risiko untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, 

dan integritas data. 
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3. Pemantauan Risiko 

a. Bank memantau risiko pasar untuk mengetahui eksposur risiko pasar pada 

seluruh portofolio bank. 

b. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko pasar antara lain melalui laporan 

risiko pasar, profil risiko dan laporan lainnya. 

c. Bank melakukan review secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab 

timbulnya risiko pasar dan dampak kerugiannya. 

4. Pengendalian Risiko 

a. Pengendalian risiko pasar bertujuan untuk membatasi kerugian atas transaksi 

yang mengandung risiko pasar. 

b. Bank melakukan pengendalian risiko pasar antara lain melalui penetapan limit 

portofolio, penetapan tingkat kewenangan dalam pelaksanaan transaksi yang 

mengandung risiko pasar. 

c. Bank menetapkan jenis valuta yang dapat ditransaksikan sesuai likuiditas di 

pasar dan potensi bisnis. 

d. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap mekanisme pengendalian 

risiko pasar. 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko pasar 

yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko pasar yang 

mencerminkan eksposur risiko pasar sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan. 
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Artikel 530 

Sistem Pengendalian Intern 

1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank menetapkan fungsi yang melakukan valuasi instrumen dan fungsi yang 

melakukan validasi terhadap model pengukuran risiko pasar. 

3. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

pasar secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

pasar dan efektifitas penerapannya.
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Artikel 600 

Umum 

1. Risiko likuiditas melekat pada aktivitas fungsional pembiayaan (penyediaan dana), 

tresuri dan investasi, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat berharga. 

2. Risiko likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan dalam memperoleh 

sumber pendanaan berupa: 

a. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif yang 

berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau 

b. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana 

dari masyarakat, penerbitan surat berharga, dan pinjaman yang diterima dari 

pihak lain. 

3. Tujuan manajemen risiko likuiditas adalah meminimalkan kemungkinan 

ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber arus kas. 
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Artikel 610 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

likuiditas yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana bisnis 

bank dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan likuiditas bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko 

a. Bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas sesuai visi, misi, strategi 

bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya insani, kapasitas 

pendanaan bank secara menyeluruh serta risk appetite Bank. 

b. Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan risiko 

likuiditas terkendali. 

c. Bank mengevaluasi kebijakan pengelolaan risiko likuiditas secara periodik atau 

dapat dipercepat bila terdapat perubahan signifikan yang dapat berdampak pada 

likuiditas bank. 

3. Prosedur dan Penetapan Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko likuiditas sesuai dengan tingkat risiko yang akan 

diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), antara lain limit safety 

level, limit deposan, dan limit likuiditas lainnya. 

b. Bank menetapkan limit risiko likuiditas untuk memastikan ketersediaan likuiditas 

baik pada kondisi normal maupun kondisi stress. 

c. Bank mendokumentasikan limit risiko likuiditas secara tertulis dan lengkap untuk 

memudahkan jejak audit (audit trail). 
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Artikel 620 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko likuiditas atas: 

1) produk dan aktivitas yang dapat mempengaruhi sumber dan penggunaan dana 

baik pada aset, kewajiban maupun rekening administratif; dan 

2) risiko-risiko lain yang dapat meningkatkan risiko likuiditas misalnya risiko kredit, 

risiko pasar, risiko operasional, risiko imbal hasil, risiko investasi, dan risiko 

reputasi. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko likuiditas yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran Risiko Likuiditas adalah untuk mengetahui potensi 

kekurangan likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. 

b. Bank menggunakan metodologi atau tools antara lain proyeksi arus kas, rasio 

likuiditas, liquidity gap, stress test, dan tools lain yang dikembangkan Bank dalam 

pengukuran risiko likuiditas. 

c. Bank melakukan kaji ulang atas metodologi atau tools yang digunakan dalam 

pengukuran risiko likuiditas. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank memantau risiko likuiditas untuk mengetahui potensi peningkatan risiko 

likuiditas secara tepat waktu. 

b. Bank menggunakan sistem/metodologi pemantauan risiko likuiditas antara lain 

melalui monitoring pemenuhan rasio likuiditas dan penilaian profil risiko. 

c. Bank memantau risiko likuiditas melalui posisi likuiditas dan ketersediaan aset 

likuid berkualitas tinggi. 

4. Pengendalian Risiko 

a. Tujuan pengendalian risiko likuiditas adalah untuk mengelola risiko yang dapat 

membahayakan kelangsungan Bank. 

b. Bank melakukan pengendalian risiko likuiditas antara lain melalui strategi 

pendanaan, penetapan limit konsentrasi, pengelolaan aset likuid berkualitas 

tinggi, penetapan protokol likuiditas, dan contingency funding plan. 
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5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

likuiditas yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko likuiditas yang 

mencerminkan eksposur risiko likuiditas sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 



BAB ï VI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS 

 

    Kebijakan Manajemen Risiko                                                                                                                                 VI - 630 - 1 

Edisi:         1 
Revisi:       0 

Berlaku sejak tanggal:         1 Februari 2021 
Tanggal yang Digantikan:    - 

Diverifikasi oleh: 

 

Artikel 630 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

likuiditas secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

likuiditas dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 700 

Umum 

1. Bank terekspos risiko operasional akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya 

proses internal, manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian 

eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Risiko operasional dapat terjadi 

pada seluruh aktivitas Bank. 

2. Tujuan manajemen risiko operasional adalah meminimalkan kemungkinan dampak 

negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan 

sistem, dan/atau kejadian eksternal. 
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Artikel 710 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

operasional yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana 

bisnis bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menginternalisasikan kebijakan manajemen risiko operasional ke dalam 

proses bisnis dan aktivitas pendukung bank; 

b. Bank menetapkan prosedur yang merupakan turunan dari kebijakan 

manajemen risiko operasional berupa: 

1) pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh lini bisnis dan 

aktivitas pendukung Bank; 

2) pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing lini 

bisnis dan aktivitas pendukung Bank. 

c. Bank menetapkan kebijakan Business Continuity Management (BCM) sebagai 

panduan dalam rangka memastikan kelangsungan operasional bank pada saat 

terjadi disaster.  

d. Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan prosedur yang akan diterapkan 

untuk menangani kondisi disaster, Bank telah menerapkan  prinsip-prinsip: 

1) Rencana pemulihan bencana disusun berdasarkan analisis dampak bisnis 

(business impact analysis) dan risk assessment.  

2) Rencana pemulihan bencana bersifat fleksibel untuk dapat merespon 

berbagai skenario ancaman dan gangguan serta bencana yang sifatnya 

tidak terduga yang bersumber dari kondisi intern dan/atau ekstern.  

3) Rencana pemulihan bencana bersifat spesifik, terdapat kondisi-kondisi 

tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera untuk mengatasi kondisi 

tersebut.  

4) Dilakukan pengujian dan pengkinian secara berkala atas rencana pemulihan 

bencana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.  
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5) Rencana pemulihan bencana dan hasil pengujian rencana pemulihan 

bencana harus dikaji ulang secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

1 (satu) tahun. 

e. Bank membuat kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan 

Terorisme (APU dan PPT) dalam rangka penerapan Customer Due  Dilligence 

(CDD) atau Enhanced Due Dilligence (EDD). 

f. Bank membuat kebijakan manajemen risiko anti fraud sebagai panduan 

penerapan anti fraud. 

g. Bank membuat ketentuan pengelolaan risiko kerjasama dengan pihak lain 

termasuk alih daya sebagai panduan dalam pelaksanaan kerjasama dengan 

pihak lain. 

h. Bank membuat kebijakan manajemen risiko teknologi informasi sebagai 

panduan dalam penerapan manajemen risiko teknologi informasi. 

i. Bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi mencakup: 

pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan, 

standar, dan prosedur penggunaan Teknologi Informasi, kecukupan proses 

identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko penggunaan 

Teknologi Informasi, serta  sistem pengendalian intern atas penggunaan 

Teknologi Informasi.  

j. Bank menerapkan manajemen risiko teknologi informasi secara terintegrasi 

dalam setiap tahapan penggunaan Teknologi Informasi sejak proses 

perencanaan, pengadaan, pengembangan, operasional, pemeliharaan hingga 

penghentian dan penghapusan sumber daya Teknologi Informasi. 

 

3. Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko operasional dengan mempertimbangkan eksposur 

risiko dan pengalaman kerugian masa lalu yang disebabkan oleh risiko 

operasional.  

b. Bank menetapkan mekanisme/prosedur persetujuan jika terjadi pelampauan 

limit risiko operasional 

c. Bank mendokumentasikan limit risiko operasional secara tertulis dan lengkap 

untuk memudahkan jejak audit (audit trail). 

d. Bank mereview limit risiko operasional secara berkala. 
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Artikel 720 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko Operasional 

a. Bank melakukan identifikasi risiko operasional berdasarkan faktor penyebab 

timbulnya risiko operasional pada seluruh aktivitas fungsional dan produk bank. 

b. Bank menggunakan beberapa identifikasi risiko operasional antara lain risk self 

assessment, risk mapping, dan event analysis. 

c. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko operasional yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

 
2. Pengukuran Risiko Operasional 

a. Tujuan pengukuran risiko operasional adalah untuk mengkalkulasi eksposur 

risiko yang melekat pada seluruh aktifitas fungsional bank sehingga bank dapat 

memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. 

b. Bank menggunakan beberapa metode pengukuran risiko operasional baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif antara lain: Risk Control and Self Assessment 

(RCSA), Key Risk Indicators (KRI), Loss Event Database (LED) dan metode 

pengukuran lainnya. 

c. Bank mengembangkan basis data mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh 

risiko operasional dan isu-isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan 

kerugian di masa yang akan datang. 

 
3. Pemantauan Risiko Operasional 

a. Bank melakukan pemantauan risiko operasional secara berkelanjutan terhadap 

seluruh eksposur risiko operasional termasuk jumlah kerugian yang ditimbulkan. 

b. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko operasional antara lain melalui 

laporan kejadian/kerugian risiko operasional, risk self assessment, dan laporan 

hasil audit. 

c. Bank melakukan review secara berkala faktor-faktor penyebab timbulnya risiko 

operasional dan dampak kerugiannya. 

d. Setiap unit kerja memantau eksposur risiko operasional di unit kerjanya. 
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4. Pengendalian Risiko Operasional 

a. Bank melakukan pengendalian risiko sesuai dengan hasil identifikasi dan 

pengukuran risiko operasional. 

b. Bank mengembangkan mekanisme untuk memitigasi risiko operasional antara 

lain melalui pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan alih daya 

pada sebagian kegiatan operasional Bank. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala prosedur, dokumentasi, sistem 

pemrosesan data, rencana kontijensi, dan praktek operasional lainnya. 

 
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

operasional yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan 

tepat waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko operasional yang 

mencerminkan eksposur risiko operasional sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 730 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

operasional secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen 

risiko operasional dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 800 

Umum 

1. Risiko Hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang- 

undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak terpenuhinya 

syarat sahnya perjanjian atau pengikatan agunan yang tidak memadai. 

2. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan bahwa proses 

manajemen risiko dapat meminimalir kemungkinan dampak negatif dari kelemahan 

aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan 

proses litigasi. 
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Artikel 810 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk 

Appetite), dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

hukum yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana bisnis 

bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan 

risiko hukum berjalan efektif dengan memperhatikan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

b. Bank menetapkan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan 

aktivitas Bank. 

c. Bank melakukan evaluasi dan pembaruan kebijakan dan prosedur 

pengendalian risiko hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan 

eksternal dan internal Bank. 

3. Penetapan Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko hukum antara lain yang terkait dengan litigasi 

yang dihadapi Bank. 

b. Bank mendokumentasikan limit risiko secara tertulis untuk memudahkan jejak 

audit (audit trail) bagi kepentingan auditor intern maupun ekstern. 



BAB ï VIII MANAJEMEN RISIKO HUKUM 

 

    Kebijakan Manajemen Risiko                                                                                                                              VIII - 820 - 1 

Edisi:         1 
Revisi:       0 

Berlaku sejak tanggal:         1 Februari 2021 
Tanggal yang Digantikan:    - 

Diverifikasi oleh: 

 

Artikel 820 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko hukum dengan menggunakan beberapa 

sumber informasi antara lain kasus hukum yang dihadapi Bank serta dokumen 

perjanjian. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko hukum yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko hukum adalah untuk mengetahui potensi kerugian 

Bank akibat tuntutan hukum, kelemahan perikatan, serta ketiadaan dan/atau 

perubahan ketentuan. 

b. Bank menetapkan metode pengukuran risiko hukum dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

c. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko hukum antara lain 

potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan 

oleh kelemahan perikatan, perubahan peraturan perundang-undangan yang 

mengakibatkan produk dan aktivitas Bank tidak sejalan dengan ketentuan 

perundangan-undangan. 

d. Bank melakukan kaji ulang atas metodologi dan/atau tools yang digunakan dalam 

pengukuran risiko hukum. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas yang terekspos risiko 

hukum termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan aktivitas dimaksud. 

Pencatatan dan penatausahaan tersebut dapat digunakan untuk mengantisipasi 

potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional tertentu. 

b. Bank memantau risiko hukum secara berkala. 

4. Pengendalian Risiko 

a. Bank menetapkan dokumen hukum yang harus dipenuhi dalam setiap produk 

dan aktivitas Bank. 

b. Bank menindaklanjuti tuntutan/gugatan hukum yang dapat meningkatkan 

eksposur risiko hukum. 

c. Bank menetapkan unit kerja yang berfungsi memberikan advis hukum. 
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d. Bank melakukan review secara berkala akad/perjanjian antara Bank dengan 

pihak lain. 

 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

hukum yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko hukum yang 

mencerminkan eksposur risiko hukum sebagai dasar pertimbangan pengambilan 

keputusan. 
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Artikel 830 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

hukum secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

hukum dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 900 

Umum 

1. Risiko reputasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank berupa: 

a. Kejadian-kejadian yang dapat menurunkan reputasi Bank, antara lain 

pemberitaan negatif di media massa, dan keluhan nasabah; atau 

b. Hal-hal lain yang dapat mengakibatkan penurunan reputasi Bank, antara lain 

penurunan kinerja bank, kelemahan tata kelola Bank, pelanggaran etika bisnis, 

dan gugatan hukum. 

2. Tujuan dari manajemen risiko reputasi adalah mengantisipasi dan meminimalkan 

dampak kerugian risiko reputasi Bank. 
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Artikel 910 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

reputasi yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana bisnis 

bank dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan reputasi bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan 

risiko reputasi berjalan baik dengan memperhatikan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

b. Bank menetapkan prosedur komunikasi untuk menyikapi berita/publikasi yang 

bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontra produktif. 

c. Bank menetapkan prosedur penanganan keluhan nasabah dan strategi 

penggunaan media yang efektif untuk menyikapi berita negatif. 

d. Bank memiliki protokol untuk pengelolaan reputasi pada saat krisis yang 

mencakup: 

1) struktur manajemen krisis; dan 

2) standar prosedur manajemen krisis. 
 

3. Penetapan Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko reputasi yang bersifat non finansial, antara lain 

limit waktu merespon keluhan nasabah. 

b. Bank mendokumentasikan limit risiko secara tertulis untuk memudahkan jejak 

audit (audit trail) bagi kepentingan baik auditor intern maupun ekstern. 
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Artikel 920 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko reputasi dengan menggunakan beberapa 

sumber informasi antara lain pemberitaan media massa, opini publik dalam 

jejaring sosial, pengaduan nasabah dan survei kepuasan nasabah, termasuk 

jumlah potensi kerugian yang diakibatkan kejadian risiko reputasi. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko reputasi yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko reputasi adalah untuk mengetahui dampak potensi 

kerugian yang dialami Bank. 

b. Bank menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam pengukuran risiko 

reputasi, antara lain melalui tingkat kepuasan nasabah, frekuensi dan eksposur 

pemberitaan negatif bank, serta tools lainnya yang dikembangkan Bank. 

c. Bank melakukan kaji ulang atas metodologi atau tools yang digunakan dalam 

pengukuran risiko reputasi. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank memantau risiko reputasi secara berkala. 

b. Bank menggunakan indikator peringatan dini dalam memantau risiko reputasi 

antara lain jumlah dan cakupan publikasi negatif dan frekuensi keluhan nasabah. 

c. Setiap unit kerja berkewajiban melaporkan kejadian di unit kerja masing-masing 

yang mempengaruhi citra/reputasi Bank kepada unit kerja yang berfungsi 

mengelola komunikasi kepada stakeholders Bank. 

4. Pengendalian Risiko 

a. Bank menindaklanjuti dan mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang 

dapat meningkatkan eksposur risiko reputasi. 

b. Bank menetapkan mekanisme dalam melakukan tindakan pengendalian risiko 

reputasi. Pengendalian risiko reputasi dilakukan antara lain melalui: 

1) pencegahan kejadian yang dapat menimbulkan risiko reputasi, antara lain 

melalui: 
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a) tindak lanjut dan penyelesaian keluhan nasabah serta perkara hukum yang 

berpotensi meningkatkan eksposur risiko; 

b) penguatan komunikasi eksternal dan internal untuk mengendalikan 

potensi eksposur risiko reputasi; 

c) komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam 

rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan. 

2) pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan risiko 

reputasi, yaitu segala respon Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah 

terjadinya pemburukan reputasi Bank. 

 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

reputasi yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko reputasi yang 

mencerminkan eksposur risiko reputasi sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 930 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

reputasi secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

reputasi dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 1000 

Umum 

1. Risiko stratejik dapat bersumber antara lain dari kelemahan dalam proses formulasi 

stratejik dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi manajemen 

yang kurang memadai, hasil analisa lingkungan internal dan eksternal yang kurang 

memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam 

implementasi strategi, dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 

2. Tujuan utama manajemen risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses 

Manajemen Risiko dapat meminimalisir kemungkinan dampak negatif dari 

ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam 

mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. 
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Artikel 1010 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan, mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dan rencana bisnis 

sesuai dengan perubahan eksternal dan internal yang signifikan. 

b. Bank   memiliki   sumber   pendanaan yang mencukupi untuk mendukung 

penerapan rencana stratejik. 

c. Bank menetapkan risk appetite dan risk tolerance dalam rencana bisnis bank 

dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui 

rencana stratejik. 

b. Bank menetapkan kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan 

merespon perubahan lingkungan bisnis. 

c. Bank menetapkan prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari 

realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. 

3. Penetapan Limit 

Bank menetapkan limit risiko stratejik secara umum antara lain terkait batasan 

penyimpangan dari target bisnis yang telah ditetapkan, seperti limit deviasi 

anggaran dan limit deviasi target waktu pencapaian/penyelesaian inisiatif 

strategis. 
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Artikel 1020 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko stratejik dengan menggunakan beberapa 

informasi antara lain data dari regulator/media massa dan laporan realisasi 

terhadap target bisnis/kinerja unit kerja. 

b. Bank melakukan analisa risiko terhadap strategi yang membutuhkan banyak 

sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke  pasar yang baru 

atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko stratejik adalah untuk mengetahui potensi tidak 

terealisir atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis 

yang telah ditetapkan terutama yang berdampak terhadap modal bank. 

b. Bank menetapkan metode pengukuran risiko stratejik dengan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif. 

c. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko stratejik antara lain 

kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko tinggi dan 

strategi berisiko rendah, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank. 

d. Bank melakukan stress test terhadap implementasi strategi untuk mengukur 

dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis bank, baik secara 

keuangan maupun non keuangan. 

e. Bank mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi risiko 

stratejik. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank memantau risiko stratejik secara berkala antara lain melalui realisasi 

kinerja. 

b. Bank mencatat dan menatausahakan pengalaman/penyimpangan pelaksanaan 

rencana stratejik. 

c. Bank mengevaluasi posisi kompetitif Bank di industri. 
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4. Pengendalian Risiko 

a. Bank mengendalikan risiko stratejik antara lain dengan melakukan performance 

review realisasi bisnis. 

b. Bank melakukan review terhadap sistem pengendalian risiko stratejik secara 

berkala. 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

stratejik yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko stratejik yang 

mencerminkan eksposur risiko stratejik sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 1030 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

stratejik secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

stratejik dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 1100 

Umum 

1. Risiko kepatuhan dapat ditimbulkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran 

hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, dan standar bisnis yang berlaku umum. 

2. Tujuan utama manajemen risiko kepatuhan adalah memastikan bahwa proses 

manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku 

Bank yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, 

ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip 

syariah. 
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Artikel 1110 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

kepatuhan yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana bisnis 

bank dengan memperhatikan ketentuan mengenai pengelolaan risiko kepatuhan 

bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan prosedur untuk memastikan pengelolaan risiko kepatuhan 

berjalan efektif dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, antara lain: 

1) ketepatan penetapan limit; 

2) kebijakan pengecualian pelaksanaan transaksi yang melampaui limit; 

3) penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara 

berkala; 

4) ketepatan waktu mengkomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai 

pada setiap jenjang organisasi; 

5) kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru; 

6) kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian 

terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data. 

b. Bank menetapkan rencana kerja kepatuhan yang memadai. 
 

 
3. Penetapan Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko kepatuhan yang terkait dengan peraturan 

perundangan-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. 

b. Bank mendokumentasikan limit risiko secara tertulis untuk memudahkan jejak 

audit (audit trail) bagi kepentingan baik auditor intern maupun ekstern. 
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Artikel 1120 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko kepatuhan dengan menggunakan beberapa 

sumber informasi antara lain: 

1) jenis dan kompleksitas operasional Bank, termasuk produk dan aktivitas baru; 

2) jumlah (volume) dan materialitas ketidakpatuhan Bank terhadap kebijakan 

dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang 

berlaku, praktek dan standar etika bisnis yang sehat. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko kepatuhan yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko kepatuhan adalah untuk mengetahui potensi kerugian 

Bank yang diakibatkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. 

b. Bank menetapkan metode pengukuran risiko kepatuhan dengan menggunakan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif 

c. Bank menggunakan indikator/parameter pengukuran risiko kepatuhan antara lain 

jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang 

dilakukan atau track record ketidakpatuhan Bank, dan pelanggaran terhadap 

ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan 

tertentu. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank mencatat dan menatausahakan setiap aktivitas yang terekspos risiko 

kepatuhan termasuk jumlah potensi kerugian yang diakibatkan aktivitas 

dimaksud. Pencatatan dan penatausahaan tersebut dapat digunakan untuk 

mengantisipasi potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas fungsional 

tertentu. 

b. Bank memantau risiko kepatuhan secara berkala. 

c. Setiap unit kerja memantau eksposur risiko kepatuhan di unit kerjanya. 
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4. Pengendalian Risiko 

a. Bank mengendalikan risiko kepatuhan antara lain melalui sistem reminder 

laporan. 

b. Bank melakukan review terhadap sistem pengendalian risiko kepatuhan secara 

berkala. 

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

kepatuhan yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan tepat 

waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko kepatuhan yang 

mencerminkan eksposur risiko kepatuhan sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 1130 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

Kepatuhan secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen 

risiko kepatuhan dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 1200 

Umum 

1. Risiko imbal hasil timbul antara lain karena adanya perubahan perilaku nasabah 

dana pihak ketiga Bank yang disebabkan oleh perubahan ekspektasi tingkat imbal 

hasil yang diterima dari Bank. Perubahan ekspektasi bisa disebabkan oleh faktor 

internal seperti menurunnya nilai aset Bank dan/atau faktor eksternal seperti naiknya 

return/imbal hasil yang ditawarkan bank lain. Perubahan ekspektasi tingkat imbal 

hasil tersebut dapat memicu perpindahan dana dari Bank kepada bank lain. 

2. Tujuan pengelolaan risiko imbal hasil adalah meminimalkan perubahan perilaku 

nasabah dana pihak ketiga melalui pengelolaan tingkat imbal hasil sehingga tetap 

kompetitif terhadap pasar. 
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Artikel 1210 
 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

imbal hasil yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana 

bisnis bank. 

2. Kebijakan dan Prosedur 

a. Bank menetapkan kebijakan dan prosedur pengelolaan Risiko imbal hasil 

mencakup organisasi Asset and Liability Management, komposisi aset dan 

kewajiban, dan pengukuran risiko. 

b. Bank memiliki prosedur antara lain mengenai penilaian mismatch antara aset 

dan kewajiban berdasarkan waktu penyesuaian imbal hasil pembiayaan dan 

dana pihak ketiga serta mekanismenya baik untuk pembiayaan maupun dana 

pihak ketiga. 

3. Limit 

a. Bank menetapkan limit risiko imbal hasil yang disesuaikan dengan tingkat risiko 

yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance), antara lain 

target pendapatan bagi hasil bersih. 

b. Bank menetapkan limit untuk mengelola risiko imbal hasil secara konsisten, 

antara lain untuk membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen, 

segmen pasar atau imbal hasil tertentu. 

c. Bank mendokumentasikan limit risiko imbal hasil secara tertulis dan lengkap 

untuk memudahkan jejak audit (audit trail). 
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Artikel 1220 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko Imbal Hasil 

a. Bank melakukan identifikasi risiko imbal hasil pada seluruh aset dan kewajiban 

baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan. 

b. Bank melakukan analisis eksposur risiko imbal hasil, serta strategi untuk 

mengelola eksposur tersebut. 

2. Pengukuran Risiko Imbal Hasil 

a. Tujuan pengukuran risiko imbal hasil adalah untuk mengukur dampak perubahan 

tingkat imbal hasil pasar terhadap pendapatan imbal hasil bersih. 

b. Bank menggunakan metode statistik serta metode lainnya dalam pengukuran 

risiko, antara lain repricing gap. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools pengukuran 

risiko imbal hasil untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran, dan 

integritas data. 

3. Pemantauan Risiko Imbal Hasil 

a. Bank melakukan pemantauan risiko imbal hasil secara berkelanjutan terhadap 

seluruh eksposur risiko termasuk potensi penurunan pendapatan imbal hasil. 

b. Bank melakukan pemantauan eksposur risiko imbal hasil antara lain melalui 

laporan gross revenue, evaluasi realisasi pendapatan imbal hasil bersih 

terhadap target dan laporan lainnya. 

c. Bank melakukan review secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab 

timbulnya risiko imbal hasil dan dampak kerugiannya. 

4. Pengendalian Risiko Imbal Hasil 

a. Pengendalian risiko imbal hasil bertujuan untuk membatasi kerugian atas 

transaksi yang mengandung risiko imbal hasil; 

b. Bank melakukan pengendalian risiko imbal hasil antara lain melalui evaluasi 

imbal hasil pembiayaan dan bagi hasil dana, pengaturan pemberian nisbah 

khusus/di atas konter, serta penetapan protokol imbal hasil. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap mekanisme pengendalian 

risiko imbal hasil. 
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5. Sistem Informasi Manajemen Risiko Imbal Hasil 

 
a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

imbal hasil yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan 

tepat waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko imbal hasil yang 

mencerminkan eksposur risiko imbal hasil sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 1230 

Sistem Pengendalian Intern 

 
1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi/segregation of duties (maker, checker, 

approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

imbal hasil secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen 

risiko imbal hasil dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 1300 

Umum 

1. Risiko investasi dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain: 

pembiayaan, tresuri, dan investasi. 

2. Risiko investasi juga dapat diakibatkan oleh penyediaan dana yang terkonsentrasi 

pada satu atau sekelompok mudharib/investee, wilayah geografis, produk, jenis 

pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. 
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Artikel 1310 

Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit 

1. Strategi Manajemen Risiko, Tingkat Risiko yang akan diambil (Risk Appetite), 

dan Toleransi Risiko (Risk Tolerance) 

a. Bank menetapkan strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur risiko 

investasi yang signifikan. 

b. Bank menetapkan strategi, risk appetite, dan risk tolerance dalam rencana 

bisnis bank dengan memperhatikan Portfolio Guideline. 

 
2. Kebijakan 

a. Bank menetapkan kerangka penyediaan dana dan kebijakan penyediaan dana 

yang sehat dalam rangka pengendalian Risiko Investasi. 

b. Bank membuat kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh 

penyediaan dana dilakukan secara terkendali, termasuk kebijakan yang 

memungkinkan penyediaan dana di luar kebijakan normal dalam kondisi 

tertentu. Kebijakan tersebut memuat kriteria, persyaratan, dan prosedur 

termasuk langkah-langkah untuk mengendalikan atau memitigasi risiko dari 

penyediaan dana dimaksud. 

c. Bank mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur 

secara tepat agar dapat: 

1) mendukung penyediaan dana yang sehat; 

2) mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko 

Investasi, termasuk risiko konsentrasi investasi; 

3) melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha 

yang baru. 

d. Kebijakan penyediaan dana memuat faktor yang perlu diperhatikan dalam 

proses persetujuan, antara lain tingkat risiko dan profitabilitas. 

e. Bank membuat prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan 

administrasi, antara lain: pendelegasian wewenang dalam pengambilan 

keputusan, pemisahan fungsi analis, pemberi persetujuan dan fungsi 

administrasi. 

f. Bank menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh 

informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti-bukti material dalam arsip 

penyediaan dana. 
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3. Prosedur dan Penetapan Limit 

a. Bank membuat prosedur penetapan limit risiko investasi yang disesuaikan 

dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk 

tolerance). 

b. Bank menetapkan limit risiko yang memuat faktor-faktor yang mempengaruhi 

risiko penyediaan dana dan proses pengambilan keputusan investasi. 

c. Bank menetapkan limit risiko investasi yang ditujukan untuk mengurangi risiko 

konsentrasi investasi. 

d. Bank mendokumentasikan limit risiko investasi untuk memudahkan jejak audit 

(audit trail) bagi kepentingan baik auditor intern maupun ekstern. 
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Artikel 1320 
 

Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian, dan Sistem Informasi 

Manajemen Risiko 

1. Identifikasi Risiko 

a. Bank melakukan identifikasi risiko investasi baik pada level transaksional 

maupun level portofolio. Pada level transaksional, Bank mengidentifikasi risiko 

investasi pada transaksi yang akan dilakukan, seperti kemungkinan default dan 

perkiraan besarnya kerugian bila terjadi default. Pada level portofolio, Bank 

membatasi konsentrasi transaksi yang berlebihan pada sektor ekonomi, 

produk, ataupun wilayah geografis. 

b. Satuan kerja operasional mengidentifikasi risiko investasi yang melekat pada 

seluruh produk dan aktivitas yang dilakukannya. Identifikasi risiko investasi 

merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko investasi yang melekat 

pada aktivitas fungsional tertentu. 

2. Pengukuran Risiko 

a. Tujuan pengukuran risiko investasi adalah untuk mengkalkulasi eksposur risiko 

yang melekat pada kegiatan penyediaan dana sehingga bank dapat 

memperkirakan dampaknya terhadap permodalan. 

b. Bank menggunakan metode statistik dan metode lainnya serta tools 

pengukuran risiko investasi antara lain credit scoring tools, credit risk rating, 

stress testing dan tools lainnya yang dikembangkan Bank. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengukuran risiko investasi untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, 

kewajaran, dan integritas data. 

3. Pemantauan Risiko 

a. Bank melakukan pemantauan risiko investasi untuk mengetahui komposisi dan 

kondisi setiap debitur atau counterparty pada seluruh portofolio bank. 

b. Bank menggunakan sistem/metodologi pemantauan risiko investasi antara lain 

watchlist dan portfolio alert. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pemantauan risiko investasi untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi 

dan kewajaran data. 

 
4. Pengendalian Risiko 

a. Tujuan pengendalian risiko investasi adalah untuk mengelola risiko yang dapat 

membahayakan kelangsungan Bank. 
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b. Bank melakukan pengendalian risiko investasi antara lain melalui pengelolaan 

portofolio, penetapan limit konsentrasi, penetapan tingkat kewenangan dalam 

proses persetujuan penyediaan dana. 

c. Bank melakukan kaji ulang secara berkala terhadap metodologi/tools 

pengendalian risiko investasi untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi 

dan kewajaran data. 

 
5. Sistem Informasi Manajemen Risiko 

a. Bank mengembangkan dan menerapkan sistem informasi manajemen risiko 

investasi yang mampu menyediakan informasi secara lengkap, akurat, dan 

tepat waktu. 

b. Bank menetapkan jenis dan format laporan manajemen risiko investasi yang 

mencerminkan eksposur risiko investasi sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. 
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Artikel 1330 

Sistem Pengendalian Intern 

1. Bank menerapkan prinsip pemisahan fungsi (four eye principle)/segregation of 

duties (maker, checker, approver) dalam setiap transaksi. 

2. Bank melakukan kaji ulang dan audit internal atas penerapan manajemen risiko 

investasi secara berkala untuk memastikan keandalan kerangka manajemen risiko 

investasi dan efektifitas penerapannya. 
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Artikel 1400 

Umum 

1. Bank membuat profil risiko berdasarkan penilaian terhadap risiko inheren (inherent 

risk) dan kualitas penerapan manajemen risiko. 

2. Bank menetapkan peringkat profil risiko sebagai dasar untuk menentukan langkah- 

langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas bisnis 

Bank, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Manajemen 

Risiko. 

3. Tujuan penyusunan profil risiko untuk memberikan informasi kepada seluruh 

stakeholder mengenai kondisi risiko usaha yang dihadapi Bank. 

 
4. Bank menyusun laporan profil risiko yang merupakan salah satu bagian dari Sistem 

Informasi Manajemen Risiko. 

5. Satuan kerja manajeman risiko menyusun laporan profil risiko secara triwulanan dan 

menyampaikannya kepada regulator dan perusahaan induk sesuai  waktu yang 

telah ditentukan. 
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Artikel 1410 

 
Faktor Penilaian Profil Risiko 

1. Bank menilai risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko terhadap 

seluruh aktivitas bisnis Bank baik berupa aktivitas bisnis utama maupun aktivitas 

penunjang. Penilaian risiko dilakukan terhadap jenis risiko yang ditetapkan oleh 

regulator. 

2. Bank menetapkan bobot masing-masing jenis risiko sesuai dengan kontribusinya 

terhadap profil risiko inheren bank secara keseluruhan. Profil risiko untuk setiap 

jenis risiko memiliki parameter-parameter tertentu yang dapat berbeda satu sama 

lain. 

3. Bank dapat mengubah model profil risiko untuk setiap jenis risiko apabila parameter 

yang ada sudah dianggap tidak dapat menggambarkan risiko yang dihadapi bank, 

namun tetap mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku. 

4. Bank melakukan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko yang 

mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian risiko bank melalui 

aspek: 

a) tata kelola risiko; 

b) kerangka manajemen risiko; 

c) proses manajemen risiko, kecukupan sumberdaya manusia, dan sistem 

informasi manajemen; 

d) kecukupan sistem pengendalian risiko. 
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Artikel 1420 
 

Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) 

1. Bank menetapkan kecukupan modal sesuai dengan profil risiko serta menetapkan 

strategi untuk memelihara tingkat permodalan melalui Internal Capital Adequacy 

Assessment Process (ICAAP). 

2. Bank melakukan ICAAP sesuai dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas 

usaha Bank. 

3. Bank menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum 

dihitung menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 

4. Bank mendokumentasikan hasil ICAAP. 

5. Bank menyempurnakan hasil ICAAP sesuai kaji ulang yang dilakukan oleh Otoritas 

Jasa Keuangan. 
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Artikel 1500 

Umum 

1. Bank memiliki kebijakan, prosedur pelaksanaan Risk Based Bank Rating (RBBR)  

2. Prosedur pelaksanaan Tingkat Kesehatan Bank Risk Based Bank Rating ini  

mencakup hal sebagai berikut: 

a.  Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko 

(RBBR) sesuai kriteria yang ditetapkan oleh regulator, baik penilaian secara 

individual maupun terintegrasi.  

b. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berdasarkan risiko yang meliputi penilaian 

atas faktor-faktor profil risiko (risk profile), Good Corporate Governance (GCG), 

rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) untuk menghasilkan Peringkat 

Komposit Tingkat Kesehatan Bank. 
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Artikel 1510  

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Risk Based Bank Rating 

1. Bank melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank Risk Based Bank Rating secara 

berkala  

2. Bank menilai komponen Tingkat Kesehatan Bank RBBC meliputi: profil risiko, Good 

Corporate Governance (GCG), rentabilitas (earnings), dan permodalan (capital) 

mengacu pada ketentuan regulator yang ditetapkan.


